
 

 
 

 
 

 
 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR  8  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 

TULANG BAWANG BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

Menimbang :   a.  bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan 
kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang 

Barat secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya 
manusia dan/atau pegawai profesional berkualitas dengan 
kopetensi dan jumlah yang memadai; 

 

  b. bahwa dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk mengisi formasi yang 
lowong perlu pengadaan Pegawai Kontrak; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak pada 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tulang Bawang Barat; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
 
 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 



Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
PembentukanKabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4934); 

  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072);  

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494);  

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah   Nomor  79  Tahun  2005 tentang 
Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan   Penyelenggaraan  

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia   Tahun   2005  Nomor  169, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

 

 

14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 



telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 314); 

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 5); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 

tentang Kewenangan Pengadaan Barang jasa pada Badan 
Layanan Umum; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1045/MENKES/ 
PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di 
Lingkungan Departemen Kesehatan; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Miliik Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 751); 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang 

Klasifikasi  dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); 

24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

703/ MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan 

Departemen Kesehatan; 

 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 



(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 

2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 2) Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga 
AtasPeraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daearah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten 
Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44). 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEGAWAI 
KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 

TULANG BAWANG BARAT  
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat.  
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.  
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya 

disingkat RSUD Tulang Bawang Barat adalah Rumah Sakit Umum Daerah 
Tulang Bawang Barat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 
rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit 
umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.  

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang 
Barat. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 

Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
7. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Tulang Bawang Barat, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai yang berasal dari Kontrak. 

8. Dokter/Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Rumah Sakit Umum 

Daerah Tulang Bawang Barat selanjutnya disingkat Dokter/Bidan PTT 



adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 

mengikatkan diri dengan perjajian kerja untuk bekerja pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Tulang Bawang Barat untuk jangka waktu tertentu dan 

mendapatkan gaji pokok sesuai dengan kesepakatan bersama 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

9. Pegawai Kontrak adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang 

telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Direktur untuk 
jangka waktu tertentu dengan perjanjian kontrak kerja guna 

melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan keahliannya di lingkungan 
RSUD Tulang Bawang Barat, serta mendapatkan imbalan berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang meliputi tenaga medis, 

tenaga kesehatan tertentu, tenaga kesehatan lainnya dan Pegawai Kontrak 
lainnya.  

10. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang melakukan praktek 

kedokteran yang telah memiliki ijin praktek kedokteran berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Tenaga Kesehatan tertentu adalah tenaga perawat, bidan, perawat gigi, 
apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, terapis 
wicara, radiographer, okupasi terapis. 

12. Tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga analis kesehatan, nutrisionis, 
sanitarian, tenaga kesehatan masyarakat, elektromedik, perekam medik, 

dan tenaga manajemen rumah sakit. 

13. Pegawai Kontrak lainnya adalah meliputi tenaga administrasi, petugas 
keamanan, petugas kebersihan, supir, dan pramusaji. 

14. Pengadaan Pegawai Kontrak adalah kegiatan pengadaan pegawai Kontrak 
yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan 
dan pengangkatan Pegawai Pegawai Kontrak pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Tulang Bawang Barat. 

15. Hukuman atau Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai 

Kontrak di lingkungan RSUD Tulang Bawang Barat yang melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD 
Tulang Bawang Barat. 

16. Tunjangan adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Kontrak 
atas prestasi kerja, profesi, beban kerja, atau resiko kerja.  

17. Pemberhentian adalah pengakhiran tugas yang mengakibatkan seorang 
Pegawai kehilangan statusnya sebagai Pegawai RSUD Tulang Bawang 
Barat.  

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat. 

 
 

 
 
 

 
BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2 

 



(1) Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak 

pada RSUD Tulang Bawang Barat dimaksudkan untuk memberikan acuan 
dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian sehingga meningkatkan 

kinerja dan mutu pelayanan kesehatan pada RSUD Tulang Bawang Barat 
secara efektif dan efisien. 

(2) Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak 

RSUD Tulang Bawang Barat, bertujuan untuk :  
a. meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan non kesehatan sesuai 

dengan kebutuhan;  
b. memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan non 

kesehtan sesuai standar yang berlaku; dan 

c. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kepegawaian.  

  

Pasal 3 
 

Ruang Lingkup Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian 
Pegawai Pegawai Kontrak pada RSUD Tulang Bawang Barat, meliputi :  
a. pedoman umum kepegawaian;  

b. perencanaan kebutuhan;  
c. pengadaan Pegawai;  
d. pengangkatan Pegawai; 

e. hak dan kewajiban; 
f.  pemberhentian Pegawai. 

 
BAB III 

PEDOMAN UMUM KEPEGAWAIAN 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 4 

 
(1) Pegawai Kontrak RSUD Tulang Bawang Barat meliputi tenaga kesehatan 

dan tenaga non kesehatan. 
 

(2) Disamping Pegawai Kontrak RSUD Tulang Bawang Barat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang dapat menempatkan 
Tenaga Kesehatan, Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap.  

(3) Ketentuan penempatan Tenaga Kesehatan, Dokter dan Bidan Pegawai Tidak 

Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 5 
 
(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah 

Pegawai Kontrak RSUD Tulang Bawang Barat meliputi:  
a. tenaga medis yaitu tenaga kesehatan yang melakukan praktek 

kedokteran yang telah memiliki ijin praktek kedokteran berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. tenaga kesehatan tertentu yang meliputi tenaga perawat, bidan, perawat 

gigi, apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, terapis 

wicara, radiographer, okupasi terapis; 
c. tenaga kesehatan lainnya yang meliputi tenaga perawat, bidan, perawat 

gigi, apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, terapis 
wicara, radiographer, okupasi terapis. 



(2) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), 

adalah Pegawai Kontrak lainnya yang meliputi tenaga administrasi, petugas 
keamanan, petugas kebersihan, supir, dan pramusaji. 

 

Bagian Kedua 

Pegawai Kontrak 
 

Pasal 6 
 
Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berkedudukan 
sebagai Pegawai Kontrak RSUD Tulang Bawang Barat yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai 
dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja. 
 

Pasal 7 
 

(1) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melaksanakan 
tugas di RSUD Tulang Bawang Barat untuk masa kerja paling sedikit 1 
(satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.  

(2)  Evaluasi kinerja Pegawai Kontrak, dilakukan setiap tahun.  

(3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja Pegawai Kontrak tidak sesuai dengan 

Surat Perjanjian Kontrak Kerja, maka Perjanjian Kontrak Kerja diakhiri.  

(4) Pegawai Kontrak dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja, 
kebutuhan pelayanan, prestasi pegawai dan kemampuan keuangan RSUD 

Tulang Bawang Barat.  
  

BAB IV 

PERENCANAAN KEBUTUHAN 
 

Pasal 8 

 
(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Kontrak, RSUD Tulang 

Bawang Barat menyusun perencanaan kebutuhan didasarkan pada prinsip 

efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan, dengan 
memperhatikan analis beban kerja dan resiko kerja serta kemampuan 
keuangan RSUD Tulang Bawang Barat.  

(2) Penyusunan perencanaan kebutuhan Pegawai Kontrak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian 

Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat.  

(3) Perencanaan kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), dijadikan dasar dalam pengadaan Pegawai Kontrak.  

 
 

 
 
 

Pasal 9 
 
(1) Penyusunan rencana kebutuhan Pegawai Kontrak paling kurang meliputi :  

a. pengembangan pelayanan RSUD; 
b. penetapan waktu kerja;  
c. penetapan unit kerja dan kategori Pegawai;  

d. penyusunan standar beban kerja;  



e. perhitungan kebutuhan Pegawai per unit kerja; dan  

f. perhitungan kemampuan keuangan.  

(2) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kebutuhan Pegawai Kontrak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.  
 

BAB V 

PENGADAAN PEGAWAI  
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 10 
 

(1) Hasil perencanaan dan penyusunan  rencana kebutuhan Pegawai Kontrak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 menjadi dasar untuk 
pengadaan Pegawai Kontrak. 
 

(2) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 

berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan Pegawai berdasarkan prinsip 
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, efektifitas, efisiensi dan 

keadilan, dalam rangka meningkatkan pelayanan RSUD Tulang Bawang 
Barat.  
 

Pasal 12 
 
(1) Direktur menyampaikan usulan pengadaan Pegawai Kontrak kepada 

Bupati berdasarkan rencana kebutuhan Pegawai yang telah disusun dan 

direncanakan.  

(2) Setelah mendapatkan persetujuan Bupati, Direktur dapat melaksanakan 
pengadaan Pegawai Kontrak dengan membentuk Panitia Penyaringan 
Penerimaan Pegawai Kontrak.  

(3) Pelaksanaan teknis pengadaan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Direktur.  

 
 

Pasal 13 
 
(1) Direktur mengumumkan pengadaan Pegawai Kontrak pada masyarakat. 

 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara 

terbuka melalui papan pengumuman RSUD, paling kurang 14 (empat 
belas) hari kalender sebelum dilakukan proses seleksi. 

 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya 

memuat:  
a. waktu dan tempat pendaftaran; 
b. jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan; 

c. persyaratan; dan 
d. alamat dan tempat lamaran ditujukan. 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

 
Pasal 14 

 



(1) Setiap orang berhak untuk mengajukan lamaran sesuai formasi dengan 

memenuhi persyaratan. 
 

(2) Persyaratan  sebagimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Warga Negara Indonesia; 

b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 
(tiga puluh lima tahun) tahun, kecuali dipersyaratkan lain; 

c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 

d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai 
negeri sipil atau sebagai pegawai swasta; 

e. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan; 

f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang 
diperlukan; 

g. berkelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
h. sehat jasmani dan rohani; 
i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan; dan 

j. bersedia menandatangani kontrak kerja. 
 

Bagian Ketiga 

Penyaringan 
 

Pasal 15 
 

(1) Direktur membentuk panitia penyaringan penerimaan Pegawai Kontrak. 
  

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 9 

(sembilan) orang. 
 

(3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : 
a. menerima berkas lamaran; 
b. menyiapkan bahan ujian; 

c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian; 
d. menentukan tempat dan jadwal ujian; 

e. menyelenggarakan ujian; dan 
f. memeriksa dan menentukan hasil ujian. 

 

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya panitia bertanggung jawab pada direktur. 
 

Pasal 16 
 

(1) Panitia dalam menerima berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan di RSUD. 
 

(2) Ujian dilakukan pada waktu dan tempat yang ditentukan panitia. 
 

(3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk: 

a. ujian tertulis; dan 
b. ujian kompetensi. 

 

(4) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan sistem gugur.   

 
 

Pasal 17 
 

(1) Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus 
ujian tertulis. 

 



(2) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian tertulis berhak untuk mengikuti ujian 

kompetensi. 
 

Pasal 18 
 

(1) Hasil kelulusan seleksi calon Pegawai Kontrak diumumkan paling lambat 
30 (tiga puluh) hari kalender setelah proses seleksi dilaksanakan, melalui 
papan pengumuman RSUD. 
 

(2) Calon Pegawai Kontrak yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.  

 

BAB VI 

PENGANGKATAN PEGAWAI 
 

Pasal 19 
 

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menyerahkan 
kelengkapan administrasi sesuai persyaratan. 
 

Pasal 20 
 

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian dan telah menyerahkan berkas 

kelengkapan administrasi selanjutnya diangkat sebagai pegawai Kontrak 
dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun. 
 

(2) Setelah masa kontrak selesai pegawai Pegawai Kontrak dapat diangkat 

kembali berdasarkan hasil evaluasi. 
 

(3) Pengangkatan Pegawai Kontrak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan 
Bupati. 

 

Pasal 21 
 

(1) Pegawai sukarela yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun pada RSUD 
Tulang Bawang Barat diangkat langsung sebagai Pegawai Kontrak. 
 

(2) Pegawai sukarela yang telah bekerja pada RSUD apabila menjadi pegawai 
kontrak harus dilakukan melalui seleksi penyaringan.  

 

(3) Direktur dapat menerima tenaga magang yang didasarkan pada perjanjian. 
 

(4) Pelaksanaan teknis Pegawai sukarela menjadi pegawai kontrak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh 

Direktur. 
 

Pasal 22 
 

(1) Pegawai Kontrak yang diangkat diberikan Nomor Induk Kontrak yang 

berupa NIK. 
 

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tahun, bulan, dan 
tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan, dan nomor urut 

pengangkatan. 

 

Pasal 23 
 

Pegawai Kontrak yang diangkat harus mengikuti tata tertib sesuai ketentuan 

yang diatur oleh RSUD Tulang Bawang Barat. 



 

BAB VII 
HAK DAN KEWAJIBAN 

 
Pasal 24 

 

Pegawai Kontrak RSUD Tulang Bawang Barat berhak: 
a. mendapatkan imbalan setiap bulan yang besarnya sesuai kemampuan 

keuangan RSUD. 
b. mendapatkan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. Besaran imbalan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

Pasal 25 
 

Pegawai Kontrak RSUD Tulang Bawang Barat memiliki kewajiban untuk:  
a.  setia dan taat sepenuhnya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia;  
b.  taat menjalankan kewajiban agama serta berperilaku sesuai ajaran agama;  

c. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat di atas 
kepentingan pribadi atau golongan;  

d. mentaati dan menghormati kesepakatan yang dibuat dengan pihak RSUD 
Tulang Bawang Barat, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan;  

e. menyimpan rahasia negara dan bangsa dan/atau rahasia jabatan dengan 

sebaik-baiknya;  
f. memperhatikan, mentaati, dan melaksanakan segala ketentuan yang 

berlaku di lingkungan RSUD Tulang Bawang Barat, baik di dalam 

kedinasan maupun di luar kedinasan;  
g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa 

tanggungjawab, kesadaran dan rasa pengabdian;  
h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, sopan santun dan 

mencerminkan visi, misi dan motto RSUD Tulang Bawang Barat;  

i. menghormati dan mentaati etika profesi;  
j. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan 

kesatuan seluruh Pegawai RSUD Tulang Bawang Barat;  
k. mentaati jam kerja dan/atau jadual kerja serta melakukan absensi sesuai 

aturan yang berlaku;  

l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan RSUD 
Tulang Bawang Barat;  

m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan 

pelanggan menurut bidang tugasnya;  
n. berpakaian rapi, sopan, serta bersikap dan berperilaku santun terhadap 

masyarakat, pelanggan, sesama pegawai RSUD Tulang Bawang Barat dan 
atasan;  

o.  menjaga nama baik dan citra RSUD Tulang Bawang Barat serta menjadi 

teladan sebagai warga yang baik di luar dan di lingkungan RSUD Tulang 
Bawang Barat;  

p.  mematuhi perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;  

q.  menjamin keterangan dirinya sesuai dengan surat-surat yang berlaku;  
 

 
r.  melaporkan perubahan status diri (kawin/cerai) termasuk susunan 

keluarga lengkap dengan data otentiknya, serta perubahan alamat/tempat 

tinggal kepada RSUD Tulang Bawang Barat disertai surat-surat keterangan 
resmi yang diperlukan;  

s.  mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja; dan  



t. mengamankan dan memelihara barang-barang milik RSUD Tulang Bawang 

Barat dan mempergunakannya menurut keperluan secara efisien.  
 

BAB VIII 

PEMBERHENTIAN  
 

Pasal 26 
 

Pegawai Kontrak diberhentikan apabila : 
a. mengundurkan diri; 
b. berakhirnya masa kontrak; 

c. telah mencapai usia tidak produktif; 
d. tidak memenuhi syarat kesehatan; 
e. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; 

f. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat 
mengganggu lingkungan pekerjaan; 

g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti 
yang tidak benar; 

h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau 
i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

 
Pasal 27 

 

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan 
keputusan Direktur. 
 

BAB IX 

DISIPLIN PEGAWAI 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 28 

 
(1) Pegawai Kontrak yang tidak menaati ketentuan disiplin Pegawai, dijatuhi 

hukuman disiplin.  

(2)  Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

dari:  
a. hukuman disiplin ringan;  
b. hukuman disiplin sedang; dan  

c. hukuman disiplin berat.  
 

Pasal 29 
 

(1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 

huruf a, dijatuhkan kepada Pegawai yang :  
a.  bersikap, berperilaku dan bertindak sesuai kode etik profesi;  
b.  tidak mengisi absensi, baik saat masuk atau pulang kerja;  

c.  mengisi absensi orang lain yang belum datang atau karena sudah 
pulang sebelum waktunya atau tidak sesuai dengan jadual atau jam 

kerja;  
d.  membawa, meminjam atau menggunakan barang inventaris milik RSUD 

Tulang Bawang Barat di luar kepentingan kedinasan tanpa 

persetujuan/izin dari Pejabat yang berwenang;  



e.  tidak berpakaian rapi dan/atau sesuai dgn profesi dan peruntukannya, 

tidak sopan serta bersikap dan berperilaku tidak baik;  
f.  tidak menghormati dan menghargai sesama Pegawai RSUD Tulang 

Bawang Barat;  
g.  tidak melakukan teguran baik lisan maupun tertulis terhadap bawahan 

yang melakukan pelanggaran;  

h. tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan  
i.  tidak memakai badge/kartu pengenal Pegawai pada saat melaksanakan 

tugas atau waktu kerja.  

(2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 
huruf b, dijatuhkan kepada Pegawai yang :  

a. melakukan tindakan bersifat negatif yang ditujukan kepada 
bawahannya atau orang lain di luar maupun di dalam lingkungan 

kerjanya;  
b.  melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan;  
c.  melakukan suatu tindakan/sikap/perbuatan dengan sengaja atau tidak 

melakukan suatu tindakan/sikap/perbuatan yang berakibat 
menghalangi atau mempersulit atau menurunkan kualitas pelayanan 
RSUD Tulang Bawang Barat;  

d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;  
e. menurunkan citra RSUD Tulang Bawang Barat;  

f.  melakukan pelanggaran etika profesi yang dapat digolongkan ke dalam 
pelanggaran sedang;  

g. tidak mentaati perintah kedinasan atau instruksi dari atasan yang 

berwenang;  
h. melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi atau golongan pada 

saat jam kerja tanpa persetujuan/izin atasan dan tidak melalui 
prosedur yang telah ditetapkan;  

i.  merokok di lingkungan RSUD Tulang Bawang Barat tidak pada ruangan 

khusus untuk merokok.;  
j. menjalankan atau membawa kendaraan dinas RSUD Tulang Bawang 

Barat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;  

k.  mengisi absensi orang lain/teman sekerja yang tidak masuk kerja; dan  
l. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari kerja.  

(3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) 
huruf c, dijatuhkan kepada Pegawai yang :  
a.  bersikap dan berperilaku yang bertentangan dengan ajaran agama;  

b. bersikap dan berperilaku yang dapat menurunkan citra dan nama baik 
RSUD Tulang Bawang Barat;  

c.  menyalahgunakan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme;  
d. menyalahgunakan barang-barang, uang, surat-surat berharga milik 

RSUD Tulang Bawang Barat;  

e. memiliki, menjual, memberi, menggadaikan, membeli, menyewakan, 
menyimpan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik 
RSUD Tulang Bawang Barat secara tidak sah;  

f. bertindak sebagai penyuap, menerima suap atau memberi peluang 
membantu terjadinya suap menyuap;  

g.  melakukan penipuan, pencurian, dan penggelapan barang atau uang;  
h. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 

merugikan RSUD Tulang Bawang Barat, atau kepentingan negara;  

i. mabuk, minum minuman yang memabukkan, madat, memakai obat 
bius, atau menyalahgunakan/mengedarkan obat-obatan terlarang atau 

obat-obatan perangsang lainnya;  
j. berjudi baik terbuka ataupun tertutup pada saat atau di luar jam kerja 

atau pada saat tidak sedang bekerja/dinas;  



k. melakukan perbuatan asusila;  

l. menyerang, mengintimidasi atau menipu;  
m. menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara 

kasar;  
n. membujuk/memprovokasi untuk melakukan sesuatu perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan RSUD 

Tulang Bawang Barat atau ketentuan peraturan perundang-undangan;  
o. membongkar atau membocorkan rahasia RSUD Tulang Bawang Barat 

atau mencemarkan nama baik RSUD Tulang Bawang Barat yang 
seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara;  

p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan 

atau orang lain di dalam maupun luar lingkungan kerja, dengan tujuan 
untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara 
langsung atau tidak langsung merugikan RSUD Tulang Bawang Barat;  

q. melakukan tindakan yang ceroboh/lalai atau sengaja merusak atau 
membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik RSUD Tulang 

Bawang Barat yang menimbulkan kerugian;  
r. melakukan pelanggaran etika profesi yang dapat digolongkan kepada 

pelanggaran berat;  

s. melakukan praktik rentenir atau menyerupai atau yang dapat 
dikategorikan ke dalam kegiatan rentenir, baik di dalam maupun di luar 

lingkungan RSUD Tulang Bawang Barat;  
t. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan RSUD Tulang Bawang 

Barat yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  

u. tidak masuk kerja tanpa alasan paling kurang 5 (lima) hari kerja; dan  
v. turut serta, menutup-nutupi atau tidak melaporkan atas kejadian-

kejadian atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh teman sekerja, 

atasan atau bawahannya atau membiarkan perbuatan tersebut terjadi 
yang dapat merugikan RSUD Tulang Bawang Barat.  

 
Bagian Kedua 

Pembinaan Disiplin 

 
Pasal 30 

 
(1) Pembinaan Pegawai merupakan kewajiban yang melekat pada setiap 

Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan RSUD Tulang Bawang Barat.  

(2) Pelanggaran disiplin kepegawaian ringan pada tahap pertama, wajib 
diperbaiki melalui pembinaan oleh atasan langsung.  

(3) Pembinaan yang diberlakukan oleh atasan langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), merupakan hukuman disiplin Pegawai yang 
mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang melalui Kepala Bagian 

Tata Usaha.  

(4) Kepala Bagian Tata Usaha dapat secara langsung atau tidak langsung 
dengan melalui surat teguran, melakukan pembinaan terhadap Pegawai 

yang melakukan pelanggaran atau indisipliner.  
 
 

Pasal 31 
 

Pembinaan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(2), meliputi tiga tahap :  
a. teguran lisan pertama, yaitu teguran secara lisan yang bersifat pembinaan 

kepada Pegawai yang untuk pertama kali melakukan pelanggaran disiplin 
kepegawaian ringan;  



b. teguran lisan kedua, yaitu teguran secara lisan yang bersifat pembinaan 

kepada Pegawai untuk kedua kalinya; dan  
c. teguran lisan ketiga, yaitu teguran secara lisan terakhir yang bersifat 

pembinaan, kepada Pegawai yang telah melakukan pelanggaran ringan 
untuk ketiga kalinya.  

 

Pasal 32 
 

Proses pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada setiap tahap, 
harus dilengkapi dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan atau bukti tertulis 
lainnya dan dibuatkan laporan kepada Bagian Tata Usaha.  

 
Bagian Ketiga 

Hukuman Disiplin Kepegawaian 

 
Pasal 33 

 
(1) Pegawai RSUD Tulang Bawang Barat yang melakukan pelanggaran disiplin, 

dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.  

(2) Pegawai yang telah mendapat teguran tertulis dari atasannya tetapi tetap 
melakukan pelanggaran ringan, sedang ataupun berat, dapat diproses 

langsung oleh Bagian Tata Usaha.  

(3) Pegawai yang melakukan pelanggaran dengan klasifikasi pelanggaran 
sedang, dijatuhi sanksi berupa pemberian surat peringatan kesatu, setelah 

sebelumnya diberikan Berita Acara Pemeriksaan oleh atasan langsung atau 
Bagian Tata Usaha dengan rekomendasi dari Unit Kerja terkait.  

(4) Pegawai yang telah mendapat surat peringatan ketiga dalam jangka waktu 

3 (tiga) tahun dan melakukan pelanggaran ringan atau sedang, maka 
kepada Pegawai yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa 

pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai RSUD Tulang Bawang 
Barat.  

(5) Setiap teguran atau surat peringatan yang diberikan mempunyai masa 

berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan apabila dalam kurun 
waktu tersebut yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran ringan, 

sedang atau berat, maka teguran dan surat peringatan tersebut tidak 
berlaku lagi.  

(6) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dengan klasifikasi 

pelanggaran berat, dapat dijatuhi sanksi berupa pemutusan hubungan 
kerja secara langsung, tanpa melalui surat peringatan.  

 

 

 

 

 
 

BAB X 

PEMBIAYAAN 

Pasal 34 

 



Pembiayaan atas pemberian tunjangan kepada Pegawai Kontrak RSUD Tulang 

Bawang Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran berkenaan sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan diatur dengan Perturan Bupati. 
 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 35 

 

(1) Pegawai Kontrak di Lingkup RSUD Tulang Bawang Barat yang telah 
diangkat oleh Direktur sebelum dikeluarkannya Peraturan ini tetap menjadi 
Pegawai Kontrak berdasarkan kontrak perjanjian kerja yang telah 

disepakati. 
 

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang 
menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 36 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat.  

 
Ditetapkan di Panaragan 

pada tanggal ,  28 Januari 2016 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,  

 
      dto. 
 

 

UMAR AHMAD 
 

Diundangkan di Panaragan  

pada tanggal, 29 Januari 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  

 
     dto. 
 

 

HERWAN SAHRI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 

NOMOR 
 
 

 
 
 

 



 Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum,  
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     Pembina 
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